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Judul Skripsi : ASPEK HUKUM MEMORANDUM OF UNTERSTANDING DALAM SUATU PERIKATAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Nama / NPM:   Puji Ryanti / 1207350016
Sebelum transaksi bisnis dilakukan biasanya para pihak akan membuat nota kesepahaman atau Memoranmdum of Understanding (MoU) ini berlangsung biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar dengan jalan berunding, guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dengan pihak (kelompok atau organisasi) lain. MoU yang dibuat oleh para pihak yang tunduk kepada hukum perjanjian di Indonesia, dimana dalam praktek salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagimana ditentukan di dalam MoU, yang menimbulkan konsekuensi perjanjian (kontrak) tidak bisa ditandatangani oleh para pihak. MoU sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum perjanjian di Indonesia. Tetapi dewasa ini sering dipraktekkan dengan meniru (mengadopsi) apa yang dipraktekkan secara internasional. Jadi sebenarnya dengan  memberlakukan MoU itu para pihak dalam perjanjian telah ikut memperkaya khasanah pranata hukum di Indonesia ini. Rumusa masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) Apa yang menjadi ruang lingkup dan isi Memorandum Of Understanding dalam suatu perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ? dan (2)  Bagaimana aspek hukum kekuatan mengikat Memorandum of Understanding  dalam suatu perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang ruang lingkup dan isi Memorandum Of Understanding dalam suatu perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan aspek hukum kekuatan mengikat Memorandum of Understanding  dalam suatu perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang Memorandum of Understanding. Namun apabila  telah terjadi persesuian pernyataan kehendak dan telah ditandatangani kerja sama itu, maka Memorandum of Understanding telah mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan. Artinya bahwa Memorandum of Understanding mempunyai kekuatan mengikat. Akan tetapi dalam prakteknya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi Memorandum of Understanding, maka salah satu pihak tidak pernah mempersoalkan hal itu atau menggugat ke pengadilan.
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